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ABSTRAK

Pada saat ini, praktik kekerasan terhadap ICRC kerap menjadi fenomena
khususnya di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata internasional. Konflik
bersenjata di berbagai belahan dunia telah banyak menjadikan rakyat sebagai
korban yang harus menanggung dampak negatif dariskonflik bersenjata tersebut.
Salah satu penduduk sipil yang kerap menjadi korban dari konflik bersenjata
tersebut adalah anggota ICRC. Perlindungan terhadap ICRC telah diatur di dalam
Konvensic Jenewa Tahun 1949, namun pada kenyataannya petugas perawat
kesehatan yang sedang melakukan tugasnya sering kali berada di posisi tidak
aman ketika dalam keadaan_kenflik: bersenjata. Tidak jaraang pula mereka
dijadikan sebagai obyek sasaran militer.

Masalah pokok- dalam penelitian ini adalah” bagaimana perlindungan
terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa
Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan apa yang menjadi faktor
penghambat dalam perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata
internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan
Korban Perang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian jenis hukum
normatif, yakni study dokumen berdasarkan literatur serta peraturan yang
berkaitan dengan pembahasan tersebut, namun juga akan dibandingkan dengan
pendapat ahli yang ada. Dalam_hal ini penulis.meneoba untuk menggambarkan
secara rinci, jelas dan sistemasis mengenai Perlindungan Terhadap ICRC menurut
Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Korban Perang.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa perlindungan terhadap ICRC penting
guna untuk melindungi mereka-dari sasaran.atau-obyek pertikaian. Perlindungan
terhadap ICRC diatur dalam beberapa Pasal Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang
mana pada inti dari kesemua pasal itu adalah memberikan penghormatan dan
perlindungan khusus kepada ICRC. Adapun pelanggaran terhadap upaya
perlindungan ICRC juga merupakan suatu pelanggran terhadap Hukum Humaniter
Internasional yang mana pelanggaran Hukum Humaniter Internasional ini bersifat
tanggung jawab pidana‘sehingga hukuman pidana.merupakan akibat langsung dari
pelanggran tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, ICRC, Konvensi Jenewa.
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ABSTRACT

At present, the practice of violence against the ICRC is often a
phenomenon especially in countries where international armed conflict is
occurring. Armed conflicts in various parts of the world have made many people
victims who have to bear the negative effects of the.armed conflict. One civilian
who is often a victim of the armed conflict is a.member of the ICRC. Protection of
the ICRC has-been-regulated in the Geneva Conventions of 1949, but in reality
health care officers who are carrying out their duties are often in an unsafe
position when in a state of armed conflict. Nor are they also being used as military
targets.

The main problem.in this thesis is how to‘protect the ICRC in international
armed conflict according to the Geneva Conventions of 1949 on'the Protection of
Victims of War and what were the inhibiting factors in protecting the ICRC in
international armed conflict according to the 1949 Geneva Convention on the
Protection of \Victims of War.

In this thesis the author uses a method of normative legal research
methods, namely study documents based on literature and regulations relating to
the discussion, but will also be compared with the opinions of existing experts. In
this case the-author tries to describe in detail, clearly and systemically the
Protection of the ICRC according to the Geneva Conventions of 1949 concerning
the Protection of Victims of War.

From the results of the research of the authors, that protection of the ICRC
is important to protect them from the object or object of the dispute. Protection of
the ICRC is regulated in several Geneva Convention Articles.of 1949 which at the
core of all the articles are to givesspecial-respect'and protection to the ICRC. The
violation of the ICRC's protection efforts is also a violation of International
Humanitarian Law_in which violations of International Humanitarian Law are
criminal in nature so that criminal penalties are a direct result of the violation.

Keywords: Legal Protection, ICRC, Geneva Convention.

Xiii



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan sy nulis panjatkan kehadir ah Subhanahu Wata’ala,

an kepada

berhasil m /ang penuh dengan
ilmu penge
Gun ar.

Universitas

ilmiah dala

AL RAENEY

wal

o
d
=)
o
embL
g
o

berjudul “P

(ICRC) Dal

yang sudah beberapa kali terjadr. Us-kasus tersebut antara lain berupa
pengancaman, pemaksaan dan kekerasan terhadap ICRC. Pada dasarnya ICRC
dalam menjalankan tugasnya harus dihormati dan dilindungi tapi pada
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perlindungan terhadap ICRC dalam menjalankan tugasnya pada saat terjadinya

konflik bersenjata.

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara

untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam
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BAB |

PENDAHULUAN

hingga ope < ang I atika ersenjata. Pada

era masyarakat:s 10 menggu pformasi diseluruh

intelektual dan lisensi sebagai sarana alih teknologi , 2009). Dalam hal informasi
pada saat ini sebagaimana setiap hari kita dapat mendengar melalui radio, melihat
televisi, membaca koran, dan bahkan internet mengenai berita-berita kematian,
penderitaan manusia dan kerugian serta kehancuran harta benda yang di sebabkan

oleh perang. Perang, sengketa bersenjata atau konflik bersenjata merupakan suatu



kata yang tidak asing lagi kita dengar. Perang sudah mulai terjadi sejak berabad-

abad tahun yang lalu, dan hampir terjadi di setiap negara di belahan bumi ini.

Dampak dari suatu konflik bersenjata dapat berupa dampak negaratif baik
itu secara langsung. maupun secara tidak langsung, dampak tersebut dirasakan
oleh para pihak yang bersengketa dan juga bagi para masyakat internasional.
Konflik bersenjata di berbagai ‘belahan dunia‘telah panyak menjadikan rakyat
sebagai korban yang harus menanggung dampak negatif dari konflik bersenjata
tersebut. Semakin hebat dan meluasnya kekerasan yang diakibatkan konflik
bersenjata yang terjadi, maka semakin besar pula kebutuhan untuk layanan
kesehatan bagi para korban. Dengan adanya kebutuhan layanan kesehatan pada
saat terjadi konflik bersenjata, —menjadikan para petugas kesehatan mengalami
dilema untuk menangani korban dari pihak-pihak yang bersengkata. Petugas
perawat kesehatan yang bekerja dalam, lingkungan konflik bersenjata seringkali
berada di posisi tidak aman, di karenakan merasa kesulitan dalam hal
mengidentifikasi dan melaksanakan tanggung jawabnya secara tepat, terutama

ketika dalam keadaan konfrontasi senjata.

Dokter, perawat, paramedis, spesialis fisioterapi, dokter gigi, administrator
rumah sakit, porter, pengemudi ambulan, dan pekerja bantuan kemanusiaan
merupakan beberapa subjek hukum dari petugas medis yang diatur dalam hukum
humaniter. Berdasarkan Pasal 8 (c) Protokol Tambahan I dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan “petugas medis adalah orang-orang yang oleh suatu pihak
dalam sengketa ditugaskan khusus untuk tujuan medis sebagaimana dijelaskan

dalam ayat (e) untuk administrasi satuan-satuan kesehatan atau untuk pelaksanaan



kerja atau administrasi pengangkutan kesehatan. Penugasan-penugasan tersebut

dapat bersifat permanen ataupun sementara.”

Peranan hukume.internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional
dalam perkembangan sistem hukum suatu negara memiliki fungsi yang cukup
penting, kKhususnya dalam hal mengatur perlindungan terhadap petugas layanan
kesehatan dalam konflik! “antar negara.” ' ‘Dalam ~mengatur” permasalahan
internasional,~diperlukan seperangkat peraturan internasional yang berfungsi
mengatur tata cara hubungan satu sama lain antar negara di dunia. Hukum
Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional yang mana hukum
humaniter merupakan suatu aturan mengenai alat dan tata cara yang digunakan
didalam suatu peperangan oleh para pihak yang bertikai. Hukum Humaniter
merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat internasional untuk dapat
mengatasi desas-desus internasional , -terkait “kemalangan . didalam konflik

bersenjata (Ambarwati, Ramdhani, & Rusman, 2009).

Pihak-pihak yang turut serta dalam situasi perang adalah personal militer
(combatan) dan pihak-pihak. yang bersengketa dan penduduk sipil (civilian).
Komite Internasional Palang Merah“(International Committee of the Red Cross)
adalah salah satu golongan penduduk sipil yang terlibat dalam situasi konflik
bersenjata internasional. ICRC merupakan sponsor utama dalam penyusunan
Konvensi Jenewa, berkonsekuensi melibatkan diri dalam setiap peperangan untuk
membantu korban perang dan mengingatkan para pihak yang sedang bertikai atau
bersengketa untuk bertindak dalam batasan-batasan yang sudah disepakati

bersama. Tugas ICRC untuk menempatkan dan berusaha menyelaraskan



kegiatannya dalam keadaan perang. ICRC pun berperan untuk mengurangi
kesengsaraan dengan berupaya memperkenalkan dan memperkokoh Hukum

Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Konvensi Jenewa 1949 merupakan instrumen utama Hukum Humaniter
Internasional melindungi korban perang dalam situasi perang. Pada
perkembangannya instrumencini telah diterima’secara universal: Pada sengketa
bersenjata pelanggaran tersebut dilakukan terhadap petugas ICRC sama dengan
ketentuan Pasal 24 Konvensi Jenewa Il tahun 1949 menjelaskan persamaan hak

dari relawan Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral.

Kasus penyerangan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional
sudah beberapa kali terjadi. Diantaranya dapat dilihat pada sengketa yang terjadi
antara Irak dan Amerika pada bulan Maret sampai April 2003, yang
mengakibatkan Irak mengalami keadaan‘yang sangat memprihatinkan. Gambaran
memburuknya keadaan Irak tersebut dapat dilihat dari keinginan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional (ICRC) untuk menarik
perwakilannya dari Irak, karena kedua lembaga.tersebut merasa terancam. Kantor
Perwakilan PBB di Baghdad yang merupakan ibu kota Irak, menjadi target
serangan tanggal 19 Agustus 2003, menewaskan utusan PBB Sergio Viera de
Mello dan 19 orang lainnya akibat bom bunuh diri. Hal serupa juga dialami
Palang Merah Internasional tanggal 27 Oktober 2003, menewaskan 12 orang
anggotanya. Serangan ke kantor PBB dan ICRC menimbulkan efek publikasi
tinggi, yang semakin menggambarkan betapa sulitnya keadaan Irak. Para

penyerang tidak memilah lagi sasaran serangannya baik itu kepada lembaga yang



beridentitas AS dan yang bukan. Namun secara psikologis dan politis, serangan ke
kantor PBB dan ICRC dianggap sebagai serangan ke AS pula

(https://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/03/0pini/664372.htm ).

Penyerangan. terhadap ICRC juga terjadi pada saat perang antara Negara
Israel dan Negara Lebanon pada awal Juli 2006. Beberapa hari kemudian tepatnya
pada 12 Juli 2006 Israel \menyatakan perang ‘secara terbuka terhadap Hizbullah.
Perang berlangsung selama 34 hari, dan baru benar-benar berhenti ketika PBB
mengeluarkan resolusi No. 1701 pada 12 Agustus 2006. Selama pertikaian
bersenjata tersebut, tentara Israel (Israel Defense Forces-IDF) telah empat kali
melakukan penyerangan terhacdap alat transoprtasi bertanda palang merah baik itu
milik pemerintah Lebanon maupun milik ICRC yang menyebabkan puluhan
relawan medis luka parah (http://nanajp.multiply.com/journal/"). Pada tahun 2018,
seorang wanita bernama Razan'al-Najjar menjadi korban yang dihujam timah
panas oleh pasukan militer Israel yang sedang melaksanakan tugas kemanusiaan
untuk menolong para penunjuk rasa yang cedera dan menjadi korban saat kejadian
‘Great March Return'."Najjar adalah perawat sukarela yang bertugas di Khan
Yunis, Jalur Gaza selatan (https://kumparan.com/@kumparannews/tembak-mati-
tenaga-medis-palestina-israel-langgar-konvensi-jenewa ). Pada tahun yang sama
juga pasukan militer Israel menyerang petugas medis Palestina di kota Al-Bireh,
Tepi Barat yang diduduki pada 12 Maret 2018 lalu, yang mana pada saat itu para
petugas medis berusaha membantu warga Palestina yang mengalami luka tembak.
Warga Palestina tersebut terluka saat melakukan demonstrasi di daerah itu.

Keempat paramedis, termasuk satu wanita yaitu Nisreen Amireh, Ayman Qurt,


https://kumparan.com/topic/razan-ditembak-israel/terkini?ref=body

Attiyeh Al-Dweik dan Muhammad Omar. Keempat paramedis yang berada di
lokasi kejadian tersebut di dorong dan di ancam oleh para tentara Israel. Lalu
kemudian tentara tersebut mengeluarkan tembakan langsung ke udara yang
mengakibatkan _keempat = petugas medis..~tersebut mengalami luka-luka
(https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-

israel/18/03/16/p5Sochbi382-pasukan-israel-serang-petugas-medis-palestina ).

Sebagaimana yang tertera pada laporan yang penulis sajikan, dalam rangka
memberikan pelayanan kesehatan, petugas masih sering mengalami kondisi yang
sangat beresiko dan berbahaya. Selain dari dampak penyeranagn yang terjadi, juga
terjadi insiden-yang sangat memilukan dan tak terakses ke media dan dunia
internasional. Seperti anggota bersenjata yang masuk kedalam rumah sakit dengan
paksa dan merusak peralatan medis yang ada, penyerangan yang dilakukan
terhadap ambulans yang digunakan.untuk membawa korban yang luka dan sakit
juga merupakan serangkaian serangan Yyang dilakukan. Laporan tersebut
merupakan rangkuman laporan berdasarkan informasi yang di kumpulkan dari
tahun 2012 dan 2013, ada sekitar 1.809 kejadian.di 23 negara, kekerasan yang
telah diterima oleh para penghuni rumah sakit, transportasi rumah sakit atau
fasilitas kesehatan (https:.//www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-
4196.pdf). Kelompok peduduk sipil juga merupakan pihak yang mendapat
perlindungan khusus. Mereka adalah masyarakat yang bergabung didalam
organisasi kemanusiaan yang menjalankan tugas untuk membantu masyarakat
biasa lainnya saat terjadinya peperangan yang berlangsung (Permatasari & dkk,

Pengantar Hukum Humaniter, 1999).



ICRC dalam melaksanakan tugasnya diberikan fasilitas berupa alat
transportasi, bangunan—bangunan, maupun lambang—lambang. ICRC tidak boleh
diserang pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya melainkan mereka harus
selalu dihormati_(respected) dan_dilindungi«(protected). Menghormati mereka
berarti bahwa mereka harus dibiarkan bebas dalam menjalankan tugasnya pada
saat sengketa bersenjata. Berbeda ‘dengan smenghormati, melindungi mereka
berarti bahwasannya para para militer tidak boleh menjadikan mereka sebagai
obyek sasarannya (Permatasari & dkk, Pengantar Hukum Humaniter, 1999).
Semua bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap ICRC baik secara individu
maupun kelompok secara tegas dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional.
Status sipil tersebut juga melekat pada bangunan dan sarana transportasi serta
fasilitas-fasilitas - lain yang digunakan ICRC untuk kepentingan pelaksanaan
tugasnya. Serangan terhadap. ICRC dapat di, golongkan ~sebagai salah satu
kekerasan yang amat menyakitkan atau sebagai suatu bentuk pelanggaran yang

serius dari Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan semakin menguatkan
perlunya perlindungan terhadap ICRC dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini
khususnya saat konflik bersenjata internasional agar tidak menjadi sasaran atau
obyek permusuhan, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas hal
tersebut dengan judul “Perlindungan Terhadap International Committee of the
Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut

Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.
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B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap International Committee the Red

nasional menurut Konvensi

2. n terhadap
kofl ik bersenjata
49 Tentang
C. Tujuan
1. Tuj

dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa
Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.
2. Manfaat Penelitian

a. Dengan tersusunnya penulisan proposal ini, diharapkan dapat dijadikan
sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya untuk

dapat mengetahui mengenai perlindungan terhadap International
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Committee the Red Cross (ICRC) dalam konflik bersenjata

internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang

Perlindungan Korban Perang.

3 a memperoleh gelar
‘b‘h‘.. w .#’ R

()

r

-perasaan atau

energi negative [s 1S 3 ang kemudian

politik internasional. Ada ungkapan lama yang sampai saat ini masih tetap dianut,
yaitu apabila mau damai bersiaplah untuk berperang”. Ungkapan tersebut
menandakan perang tidak mungkin bisa dihilangkan. Perang merupakan hal yang
paling mengerikan bagi semua orang, namun tidak mungkin dipungkiri bahwa

perang akan selalu ada.
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Tujuan perang sebagaimana dijelaskan didalam U.S Army Field Manual of

the Law of Landwarfare yaitu (Haryomataram, 2005) :

a. Untuk melindungi angkatan militer maupun_masyarakat biasa dari

layanan kesehate L : , ering terjadi adalah

kebutuhan la anga e A disi paling sulit

merasa sulit untuk

ketika berada dalam situasi sulit untu ikirkan secara jelas apa saja tanggung
jawab mereka. Mereka pertama kali mungkin harus memikirkan hak mereka;

sesuatu yang terkadang tidak mereka pahami, apa saja hak mereka.

ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan internasional
pada saat kondisi tidak bersahabat. ICRC pun berupaya untuk mengatasi

kesengsaraan dengan cara memperkenalkan dan memperkokoh Hukum Humaniter

10
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Internasional dan kaidah-kaidah universal. Pada tahun 1863 ICRC dibentuk dan
dijadikan asal mula Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

(ICRC). Organisasi palang merah terdiri dari 3 unsur yaitu sebagai berikut :

pertemuan Pala . iona ebut, setiap wakil

negara yan ergabung menjadi pihak ehingga konferensi

tersebut menjad ‘ an t 1S hingga peranan

kewajiban utamanya untuk dapat menyalurkan bantuan pelayanan kepada pasien
dengan kualitas yang terbaik dengan prosedur dan taktik berdasarkan pengetahun
kedokteran dan peraturan yang telah diakui dan dapat dapat di pertanggung

jawabkan (www.Sugengmedica.Wordpress.com).

Pasal 126 Konvensi Jenewa IlIl dan Pasal 143 Konvensi Jenewa IV

menyatakan pada saat terjadinya konflik bersenjata internasional, negara peserta

11
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Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dibenarkaan bahwasannya
mereka terikat untuk turut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh ICRC.

didalam Konvensi Jenewa juga terdapat ketentuan yang sama yang menyebutkan

tangan neg 3 s A A ; status tertentu

terhadap pih

1. Perlindungan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana
diartikan menjadi tempat untuk berlindung, perihal (kelakuan dll)
memperlindungi (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2, 1996). Sedangkan
menurut Black Law Dictionary, perlindungan adalah suatu tindakan untuk
melindungi; perlindungan; memusatkan pada satu titik (Black Law

Dictionary, 2004).

12
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2. Palang Merah Internasional (ICRC) yaitu suatu organisasi yang tidak
memihak kepada siapapun, bersifat netral dan berdiri sendiri, melakukan

kegiatan kemanusiaannya dalam hal nya untuk dapat melindungi

menyampaikan suatu kebenaran seca usun, menggunakan cara tertentu dan
tetap akan hasil yang dicapai seorang penulis. Dengan adanya penelitian tersebut
Melalui cara-cara penelitian tersebut diharapakan nantinya dapat diadakannya
suatu analisa dan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulka. Agar hasil

penelitian ini pas dengan masalah pokok yang dibuat, maka penulis menggunakan

penelitian sebagai berikut :

13
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan tergolong kedalam penelitian yang

disebut dengan hukum normatif dengan cara studi dokumen vyaitu

ICRC) dalam

ewa Tahun 1949

(ICRC) menurut Konvensii Jeneewa 1949 serta literatur dari pakar
ahli hukum. Sebagai acuan dalam menjawab pokok permasalahan
yang penulis angkat sehingga mendapatkan hasil penelitian yang
sempurna.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bahan hukum yang

dapat memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum

14
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primer, seperti contohnya adalah buku-buku, majalah, jurnal atau

artikel yang terkait dengan pembahasan si penulis.

c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat

pada situasi konflik bersenjata internasional yang dipelajari dengan
seksama berdasarkan masalah pokok untuk disajikan secara deskriptif

dalam suatu rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

15
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4. Metode Penarikan Kesimpulan
Selanjutnya setelah proses analisis selesai, penulis akan menarik

kesimpulan. Adapun metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini

ng mana diawali dari

16
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. TinjauanUmum Tentang Hukum Humaniter Internasional

“International Humanitarian Law in wide sence is constutional legal
provision, whether written and customary, ensuring respect for individual

and his well being” (Nelesti, 2003).

Hukum Humaniter Internasional yang merupakan cabang dari salah
satu hukum internasional mengandung peraturan bahwa didalam masa konflik

bersenjata dan demi alasan kemanusiaan berusaha untuk dapat melindungi

17
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orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat secara langsung didalam

pertempuran dan untuk membatasi sarana dan metode pertempuran. Jadi

Hukum Humaniter Internasional itu sendiri mencangkup terhadap traktat

musuh dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil dari musuh, dan pada
waktu penghentian permusuhan, maka pihak yang berperang biasanya
sepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Sebelum
perang dimulai, pihak musuh akan di beri peringatan terlebih dahulu,
ujung panah tidak akan diarahkan ke hati, ketika ada yang meninggal dan

terluka, maka perang akan dihentikan selama 15 (lima) belas hari. Praktek

18
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C.

seperti inilah merupakan awal perkembangan hukum perang atau hukum
humaniter pada jaman kuno. Kesepekatan ini lahir karena ada kesamaan

kepentingan, sehingga kesepakatan ini saling dihormati oleh para pihak.

dan Prinsip
onsep terhadap

mbangan konsep

senjata-senjata tertentu.
Jaman abad modern

Pada abad modern, hukum humaniter mengalami perkembangan yang
pesat sebagai dampak dari perkembangan budaya masyarakat
internasional. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum

humanhiter adalah dengan berdirinya organisasi internasional palang

19
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merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Konvensi
Jenewa tahun 1864 merupakan konvensi yang mengatur bagi perbaikan

keadaan tentara yang luka di medan perang darat. Konvensi jenewa tahun

Yakni mengatur tentang baga a perang di laut yang kemudian dimuat

dalam Perang Krim (1864).

. Deklarasi St. Petersburg diadakan pada 29 November-11 Desember 1868

Berhubungan dengan tahun 1863 telah ditemukan sejenis peluru, yang
apabila mengenai benda yang keras, permukaannya dapat menimbulkan

ledakan.

20
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c. Rancangan Peraturan Den Haag mengenai Perang di Udara pada tahun

1923

Mengatur tentang penggunaan pesawat tempur udara dengan segala

Asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Didalam hukum humaniter di kenal beberapa asas dan prinsip sebagai

berikut (Rubiyanto, 2016) :

21
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nery we[sy sej

. Prinsip Kepentingan Militer (military necessity) bahwa pihak yang

bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan

lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

prinsip  ini

disebabkan

kepada para

ara yang tidak

berperang adalah pilihan yang tidak dapat dielakkan lagi mak berperanglah
dengan menggunkan alat-alat dan cara yang tidak dilarang guna untuk
menghindari hal yang tidak tberlebihan.

Prinsip pembedaan, prinsip ini merupkan prinsip yang paling penting

karena aanya penegasan terhadap para pihak dalam peperangan agar dapat

22
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membedakan antara penduduk sipil dengan para militer. Penduduk sipil

tidak boleh diserang dan disakiti.

5. Tujuan HHI

terlibat dalam peperanga

2. Hukum Den Haag merupakan kompilasi aturan yang menetapkan hak
dan kewajiban pihak yang berperang di dalam melakukan peperangan

dan membatasi sarana dan metode perang.

Kedua cabang Hukum Humaniter Internasional ini menggunakan

nama Kkota berdasarkan hukum ini dikodifikasi. Dengan diberlakukannya

23
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Protokol Tambahan 8 Juni 1977 atas Konvensi Jenewa, yang menggabungkan
kedua cabang, perbedaan telah menjadi urusan sejarah dan keilmuan. Dalam

Hukum Humaniter Internasional dikenal dua istilah penting berkaitan dengan

Jus in bellum, Q Q“‘ Tatin

yang berhubungan deng an peperangan dan berlaku dalam
situasi konflik bersenjata. Jus in bellum hanya dimaksudkan untuk
mengurasi efek-efek buruk yang berlebihan dari perang dan tidak
digunakan untuk memberikan sanksi atas penggunaan kekerasan yang
dilakukan oleh negara atau suatu entitas, tetapi tidak dimaksudkan untuk

menilai keabsahan suatu pertikaian bersenjata yang terjadi dan tidak

memutuskan pihak mana yang bersalah. Dapat dikemukan secara tegas

24
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bahwa jus in bellum merupakan upaya untuk mendefenisikan kapan dan

oleh siapa kekerasan dapat digunakan.

7. Berlakunya Hukum Humaniter Internasional

situasi  konflik bersenjata
internasional tersebut, ketentua ukum Humaniter Internasional yang
berlaku adalah keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I
1977. Sedangkan pada waktu konflik bersenjata bersifat non-internasional
berlaku Pasal 3 ketentuan yang sama dalam ke-4 Konvensi Jenewa 1949
beserta kedua protokol tambahannya. Hukum Humaniter Internasional hanya
berlaku pada saat konflik dimulai dan berlaku sama untuk semua pihak tanpa

memandang siapa yang memulai konflik.

25
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B. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata
Hukum Humaniter Internasional membagi beberapa konflik bersejata

menjadi dua bentuk, yakni :

maupun salah
t (Ambarwati,

Dalam Studi

Commentary Konvensi Jenewa 1949, yang menyatakan: “Any difference

arising between two state and leading to the armed forces is an armed
conflict within the meaning of article 2, even if one of the Parties denies the
existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts,

or how much salughter take place”.

26



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Terjemahan : “Segala perselisthan yang terjadi antara dua Negara dan
melibatkan angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata, hal ini terdapat

dalam arti dari Pasal 2, bahkan jika salah satu pihak menolak keberadaan

emented in peace

ared war or of

mereka”.

Didalam Pasal 2 disebutkan bahwasannya konflik bersenjata yakni
konflik yang dapat terjadi antara dua atau lebih sesam Pihak Peserta Agung
atau antara salah satu Pihak Peserta Agung dengan yang bukan, yang mana
kententuan pihak yang dimaksudkan adalah negara. Kata negara tersebut
dipakai saat hendak menjelaskan tentang konflik bersenjata ketika keadaan

perang tersebut tidak diakui. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi
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pendudukan adalah keadaan pendudukan yang ada didalam suatu wilayah
yang dilakukan oleh negara tersebut. Kesimpulannya, baru dikatakan konflik

bersenjata itu bersifat internasional apabila melibatkan antar negara. Dan

| Tahun 1977
i sebagaimana

Pasal 2 tersebut

1)
2) ikali S ‘ ang.tersebut tidak diakui oleh
3) Pendudukan, sekalipun pe tersebut tidak adanya perlawanan
balasan;

4) Berlaku bagi setiap negara, tanpa terkecuali walaupun negara tersebut

bukan peserta konvensi.
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2. Konflik Bersenjata Non Internasional (non-international armed

conflict)

Konflik bersenjata yang bersifat non internasional hanya diatur

bersenjata hersifat non internasiona apkan jenis situasi

sengke a non-in " : T dikenal dengan

yang bertanggung jawab atas ke oK tersebut sehingga kelompok tersebut

dapat melakukan aksi militer. 1977 (Honandar, 2017).

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Protokol Tambahan Il mengatur mengenai
pemberlakuan atas protokol ini dengan pernyataan sebagai berikut : “Protokol
ini, yang mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 yang umum dikenal pada

Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 tanpa merubah syarat-
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syarat pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh Pasal 1

Protokol Tambahan pada Konvensi- konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus

1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa

1)

2)

3)

emungkinkan

o
“P d erus menerus
~

Apabila konflik itu terjadi dalam wilayah Pihak Peserta Agung;

Konflik itu telah terjadi antara angkatan senjata negara itu dengan
angkatan senjata kelompok tertentu yang membangkang;
Kelompok yang membangkang dan melawan itu berada dibawah

kekuasaan seseorang yang bertanggung jawab atas kelompok itu;

30



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

4) Kelompok tersebut telah menguasai sebagain dari daerah negara tersebut

sehingga hal tersebut dapat memungkinkan mereka untuk melakukan

operasi militer;

yang turut serta

adi didalam negara

dari kedua belah pihak nega g berkonflik tersebut dengan angkatan
militer dari masing-masing negara asing tersebut, sehingga mereka

dianggap telah ikut campur dalam urusan dalam negeri negara itu.

Arlina Permatasari mengatakan, sengketa itu baru dapat dikatakan
bersifat non internasional apabila telah memenuhi syarat-syarat yaitu :

(Kusumo & Tejomurti, 2015) :
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1) Para pihak pemberontak yang melawan terhadap pemerintah yang
berdasarkan hukum mempunyai kekuatan militer yang terorganisir,

dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak

dan memiliki sarana

d) Permasalahan maupun keadaan dalam konflik internal negara yang
tersebut yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dunia dapat
dilaporkan pada Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB karena
telah mengancam ketertiban dunia.

4) Dikatakan kelompok pemberontak yang terorganisir apabila telah memilki

unsur-sunsur sebagi berikut :
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a. Kelompok tersebut mempunyai organisasi sendiri yang bersifar resmi;

b. Kepala dari kelompok itu mempunyai kekuasaan terhadap wilayah

tertentu;

yang bersengketa itu sendiri. Jadi sengketa non internasional ini merupakan
konflik yang terjadi antara pemerintah resmi suatu negara yang melawan
pasukan masyarakatnya sendiri yang tergabung didalam suatu kelompok

tertentu yang merasa terasingkan (Sefriani, 2011).
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C. Tinjauan Umum Tentang ICRC
1. Sejarah singkat lahirnya ICRC

Sejarah ICRC merupakan cerita bagaimana organisasi kemusiaan ini

Swiss pendiri

a adalah Jean

komite ini berhasil mengumpulkan 16 perwakilan dari setiap negara untuk
turut menyepakati ide Dunant terkait adanya suatu organisasi atau
perhimpunan nasional untuk dapat membantu para korban saat terjadinya
perang. Pada 22 Agustus 1864 dilakukannya konferensi yang dihadiri oleh 12
negara, yang mana hasil dari konferensi ini adalah diadopsinya sebuah

perjanjian yang bernama “Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban
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Luka Dalam Pertempuran Darat” perjajinjian ini merupakan perjanjian yang
pertama yang membentuk Hukum Humaniter Internasional. Perjanjian inipun

telah menghadirkan sebuah lambang yakni palang merah diatas dasar putih.

serta  meminta larangan

penggunaan gas mustard pasa saat terjadinya peperangan.

Disisi lain, para relawan dari perhimpunan nasional hendak melakukan
program layanan ambulans dan terjun secara langsung dalam medan
pertempuran serta menolong mereka yang terluka dan dilarikan di rumah sakit
untuk dirawat. Pada periode ini merupakan periode yang paling dikenang

sepanjang masa oleh perhimpunan ini.
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c. 1918-1939

Usai peperangan peran ICRC berubah dikarenakan perhimpunan

nasional merasa perdamain dan keamanan dunia sangat didambakan sehingga

o
Pada Perang Du .
besar-besaran. ICRC dan perhimpunan sosial lainnya melakukan kerja sama
untuk dapat mengirimkan bantuannya keseluruh dunia dan menjangkau semua
pihak tanpa terkecuali. Mereka mengunjungi tawanan perang yang ada di

seluruh dunia dan bertukar informasi terkait anggota keluarga yang hilang

pada saat peperangan.
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Walaupun demikian, pada periode ini merupakan masa kegagalan yang

terbesar bagi perhimpunan ini. Hal ini tampak dari rendahnya aksi

kemanusiaan bagi korban bencana dan kelompok yang teraniaya lainnya.

Lalu pada tahun 1977, sebuah perjanjian internasional tercipta lagi
dengan dibentuknya dua Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa. Yang
pertama berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan yang kedua
berlaku untuk konflik bersenjata non internasional. Hal ini tentunya

merupakan suatu kemajuan yang luar biasa.
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2. Kegiatan ICRC

Adapun kegiatan yang dilakukan ICRC adalah sebagai berikut (ICRC,

Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan) :

internasional untuk memberikan sumbangan sukarela agar mereka dapat

terus berjuang mempertahankan kehidupannya (Fournin, 2010).

3. Lambang
Terkait lambang yang digunakan ICRC saat ini diakui luas sebagai
pemberi perlindungan bagi mereka yang memberikan bantuan kepada korban

konflik bersenjata. Sesuai dengan Protokol Tambahan 111 8 Desember 2005
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untuk Konvensi-konvensi Jenewa (Protokol Tambahan 111), lambang ketiga —

Kristal Merah, sama halnya dengan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah,

Kristal Merah juga bertujuan untuk “perlindungan” atau “pembeda” dibawah

pedoman dalam kegiatan ICRC dan seluruh komponen gerakan lainnya yang
harus dipatuhi. Adapaun ketujuh prinsip dasar tersebut telah diproklamasikan
didalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20
yang mana dimaksud bahwa gerakan kemanusiaan hadir untuk memberikan
bantuan tanpa adanya diskriminasi terhadap korban yang terluka dimedan

perang dan berupaya untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia.
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(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah ). Ketujuh

prinsip dasar tersebut yaitu (Rover, 2000) :

1) Kemanusiaan (Humanity)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

5.

universal ;

2) Dijelaskan dalam Pasal 4 Statuta ICRC bahwasannya perhimpunan
nasional dari setiap negara harus turut serta dalam pengesahan setiap
perhimpunan nasional yang baru dibentuk atau perhimpunan yang
dibentuk kembali dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam pasal

tersebut;
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3) Didalam Konvensi Jenewa telah dijelakan tugas dari pada ICRC yang
harus dilaksanakan. Tugas tersebut harus dilakukan dengan tepat dan

penuh dengan tanggung jawab atas segala bentuk pengaduan terhadap

4) ankan tugas

internasional
5) stikan Bada usat (0p : al Tracing Agency)

6) : . : 2rsenj gar dapat sekiranya

7) ICRC juga memiliki tugas untuk dapat mempromosikan hukum humaniter
internasional yang berlaku dalam proses perkembangannya untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

8) Menjalankan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya sebagaimana

yang tertera dalam the International Conference (Konferensi Internasional

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah);
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9) ICRC sebagai lembaga yang netral dan berdiri sendiri boleh mengambil

upaya atau tindakan kegiatan kemanusiaan yang diberikan kepadanya

sesuai dengan perannya.

lah menjadikan
| atau biasanya
sebagai pihak

penengah * dalz ik j intuk mendapatkan

Anggota ICRC berjumlah berkisar 15 hingga 25 orang yang hanya
warga Negara Swiss saja yang dipilih melalui musyawarah. Adapun alasan
anggotanya harus berkewarganegaraan Swiss yaitu disebabkan seperti halnya
kita ketahui bahwa negara tersebut kenetralannya telah diakui oleh masyarakat

internasional dan banyak harapan nantinya perhimpunan ini mampu untuk
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menjadi pihak penegah yang baik didalam suatu konflik bersenjata (ICRC,

ICRC Answers to Your Question, 1996).

Anggota dari pada Komite ICRC berjumlah paling banyak 25 orang

warga Negara Swiss yang dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan
orang tersebut dalam menangani urusan internasional. Komite ICRC ini

merupakan bagian yang tertinggi dalam struktur keorganisasian ICRC.
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2. Dewan Pimpinan (Executive Board)

Dewan Pimpinan itu sendiri tersusun oleh Presiden dan Wakilnya, dua

orang yang adalah anggota yang tidak tetap Komite, Direktur bagian

Tugasnya adalah untuk memastikan penyebarluasaan terhadap hukum
humaniter internasional yang berlaku, menjalin hubungan yang baik
dengan gerakan internasional dan melakukan kerjasama dengan
perhimpunan nasional serta bertanggung jawab dalam semua hal
tersebut. Pasal 10 Statuta ICRC telah mengatur mengenai tanggung

jawab tersebut.
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ICRC juga memiliki lembaga lain selain yang disebutkan diatas yaitu
adanya delegasi dan delegasi regional. Delegasi yakni merupakan tempat

ICRC didalam suatu negara yang ruang lingkupnya hanya kegiatan yang ada

yang bertikai (ICRC, Huku nternasional Menjawab Pertanyaan
Anda).

Teks tersebut tidak ditindaklanjuti, kaarena Negara-negara menolak
menyelenggarakan konferensi diplomatik untuk memutuskan

pengadopsiannya. ltulah alasannya, ketentuan yang terdapat dalam rancangan

Tokyo tidak berlaku selama Perang Dunia kedua (PD II). Baru pada tahun
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1949, setelah PD |1 berakhir, sejumlah negara mengadopsi keempat Konvensi

Jenewa, yang tetap menjadi landasan Hukum Humaniter Internasional.

Konvensi Jenewa 1949 pertama sampai ketiga berkembang dari perjanjain

Perlakuan Terhadap Tawanan Perang;
4. The Fourth Geneva Convention, yakni pada tahun 1949 yang berisi

tentang Perlindungan Terhadap Orang Sipil Pada Masa Perang.

Ada terdapat ketentuan yang sama di dalam keempat konvensi yang

mengatur tentang (Rudy, 2009) :
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=

Penghormatan pada konvensi negara peserta;

no

Berlakunya konvensi negara peserta;

w

Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional;

yang mana ketentuan-ke ersebut biasa dikenal dengan istilah

Common Articles atau ketentuan yang berlaku utama.

Konvensi Jenewa satu sampai dengan empat cukup memberikan
dampak dan pengaruh terhadap hukum internasional. Walaupun prinsip-
prinsip hukum internasional tidak bertambah, tetapi dengan adanya konvensi

tersebut telah didapatkan sesuatu yang tak kalah pentingnya yakni pengakuan
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terhadap martabat kemanusiaan pada waktu perang. Hal ini merupakan
kemanjuan yang besar (Eefendi, 1994). Konvensi Jenewa tahun 1949
dilengkapi dengan 3 Protokol Tambahan, yang mana 2 Protokol Tambahan

dibuat tahu Tamb ada tahun 2005.

Konflik

IA '§|‘bﬂ)ﬂﬂq 7 he Gewava

n i rotections of

2) nflik Bersejata

- - .

Prot dditio Convention of

u n R-el.hti' :ﬂ‘le:--'-b ti ctims of Non-

3) Pr Lﬁ?@ nta ﬁ.@ Pembeda Tambahan

yaitu Kri ' rlakukan terhadap
negar en Palang Merah dan
Bulan Sab ) akan lambang ini adalah

Negara Israel.

Ada beberapa ketentuan yang amat penting didalam Protokol

tambahan 1977 yaitu (BS, 2007) :

a. Terdiri dari beberapa pengertian penting, yang belum terdapat dalam

peraturan sebelumnya, yaitu :
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1. Kombat (combatan);

2. Penduduk sipil (civilian population);

3. Sasaran militer (military objects);

berupaya untuk menghormati konvensi dan protokol ini.

Isi Protokol Tambahan | 1977 secara umum yakni (Eefendi, 1994) :

1. Didalam Protokol I mengatur terkait perlindungan terhadap korban-korban
konflik bersenjata internasional.
2. Asas umum yang berlaku yaitu : Kemanusiaan (Humaniter), yang bersifat

universal.
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3. Ruang lingkup penerapannya ialah : bahwa Protokol Tambahan I berlaku
didalam situasi dan keadaan yang dimaksudkan dalam pasal yang pada

umumnya dikenal dalam Konvensi Jenewa 1949, termasuk pula sengketa-

Q)
-

usiaan bukan

dungi sehingga

Bt At

PN

(62
_
5
&
=
jab}
<
o
Y
>
Q
S
o
s
:

yang dianggap

Tawanan perang
c. Orang sipil/penduduk sipil

d. Object sipil

Isi Protokol Tambahan Il 1977 secara umum yakni (Eefendi, 1994) :

1. Didalam Protokol Il mengatur mengenai perlindungan terhadap para

korban dalam sengketa bersenjata yang bersifa non-internasional.
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2. Asas umum yang berlaku ialah : kemanusiaan (humaniter), yang bersifat
universal.

3. Ruang lingkup Protokol Il ialah :

dari wilayahnya,

melaksanakan protokol ini.
4. Mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan dan korban-korban
sengketa bersenjata atau orang-orang/obyek yang dilindungi sama dengan

penjelasan pada Protokol I.

Pada saat protokol ini diratifikasi, para pihak Peserta Agung sepakat

bahwasannya para pihak yang tidak membuat deklarasi berarti ia pun tidak
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mengakui kewenangan komisi yang mana kewenangan komisi ini ialah untuk
melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu para

pihak dan negara itu dapat membuat pernyataan terkait kewenangan komisi

melaksanaka an yang ida ensi tersebut.

Sebagaim dijelaska l: ) yang sama yang

menyatakan ba ara P Peserta / ¢ ajiban untuk dapat
menghorma jamin penghorma . dalam keadaan

apapun.

oleh satu pihak. Ayat duanya me pahwasannya paraturan yang termuat
didalam aturan ini diberlakukan terhadap semua peristiwa pendudukan baik itu
sebagian maupun seluruhnya dari wilayah negara pihak walaupun penduduk tidak
mendapatkan perlawanan bersenjata.  Ayat ketiganya menjelaskan bahwa

konvensi ini juga berlaku bagi negara yang bukan menjadi Negara Peserta oleh

karena mereka terikat didalam suatu hubungan dengn Negara Peserta sehingga
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negara bukan peserta menerima dan melaksanakan ketentuaan yang ada didalam

konvensi.

Adapun mengenai kewajiban Negara Pihak telah dijelaskan didalam Pasal

suatu peratura al L uman pi fana erat kepada setiap
individu ya
ikut serta dala
menerbitkan t Serta Negara

Republik Indo h Konvens al 12 Agustus 1949.
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BAB 111

PEMBAHASAN

aktifitasnya sebagai ta Q eras erangan (Bapak Santoso
& LIS N

Kushartoyo Budi, wawancara,

Pengaturan perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata
internasional tersebar di beberapa pasal dalam Konvensi Jenewa 1949. Adapun
Pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap

ICRC dalam konflik bersenjata internasional, yaitu :
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1. Pasal 9 Konvensi Jenewa I, Il, dan 111 1949, Pasal 18 Konvensi Jenewa |

1949, Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 63 Konvensi Jenewa IV 1949.

Ketentuan dari pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap

erlindungan bagi
ah sakit, depot-
depot kesehata : ng (lazaret), tempat

dll. Dan kesatuan-

milik ICRC yang berada dalam situasi konflik bersenjata internasional.

3. Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 44 Konvensi Jenewa | 1949, dan Pasal 41

serta Pasal 44 Konvensi Jenewa Il 1949

Ketentuan pasal-pasal ini mengatur tentang penggunaan lambang
kemanusiaan berupa Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal

Merah yang berfungsi sebagai lambang pengenal dan pelindung bagi ICRC
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pada saat menjalankan tugasnya dalam konflik bersenjata internasional. ICRC

boleh menggunakan lambang ini setiap saat baik pada masa damai maupun

pada masa konflik bersenjata tanpa pembatasan.

perlindungan

S dalam situasi
konflik dalam kapal
kesehatan. 4 ) ' : . amanan standar
sesuai pribadi dan
organisa i resi liter, barang-barang
operasio memilih tempat

berlindun

g perbuatanbalasan kepada

Ketentuan ke . a “‘ “'m ,

setiap orang yang diberi pe onvensi Jenewa 1949. Ketentuan
ini dengan tegas dan mutlak melarang dilakukannya tindakan kekerasan
sebagai tindakan pembalasan (reprisal) terhadap korban yang luka, sakit, dan
kapal karam dan juga terhadap kapal-kapal, para pegawai dan gedung-gedung

serta perlengkapan yang dilindungi Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan ini juga

berlaku untuk semua pegawai ICRC dan gedung-gedung serta perlengkapan
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milik atau yang disewa ICRC, dan atau yang berhubungan dengan ICRC yang

juga dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949.

alankan tugas

Ay

rtasi di darat

transportas

harus me

Neataay

ﬁ ewa 111 1949

terhadap anggota e mengunjungi dan

<

U

Q Q‘ | am hal ini ICRC memiliki
LA\ 2

kedudukan yang istimewa RC harus selalu dihormati dan
dilindungi. Pada saat melaksanakan tugasnya ini keamanan, kebutuhan, dan
segala fasilitas yang diperlukan ICRC sudah terjamin dan tersedia. Hak ICRC

untuk berprakarsa dalam memberikan kiriman kepada tawanan perang tidak

boleh dibatasi oleh siapapun dan oleh hal apapun.
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8. Pasal 59, Pasal 109, Pasal 111, Pasal 142, dan Pasal 143 Konvensi Jenewa

IV 1949

Ketentuan _dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan

kemudahan kepada petugas ICR enyebarluaskan isi Konvensi Jenewa
1949 atau HHI di wilayah negara, tidak menjadikan petugas ICRC dan petugas
palang merah atau bulan sabit merah sebagai sasaran serangan, begitu juga
kendaraan-kendaraan dan obyek-obyek lain yang menggunakan lambang-lambang

tersebut (Bapak Santoso Kushartoyo Budi, wawancara, 22 Januari 2019).
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2. Beberapa kasus penyerangan terhadap ICRC :

Sejak tahun Januari 2012 — Desember 2013, ICRC mempublikasikan data

yang didapatinya terkait jumlah serangan yang diarahakan kepada para anggota

GOs - 1429
Red Cross and Red

ﬂ ocieties - 128
ional Federation - 108

1000 -

B Pembunuhan - 168

500 ® Dilukai - 267

400 M Perampasan Kekerasan - 211

300 B Ancaman - 564

200 - B Penolakan dan Penundaan - 143

100 4 = Dirampok - 87

= Pelecehan Seksual - 0

Jenis Kekerasan mdll-35

Sumber : Diponegoro Law Jurnal , Vol 5 No. 4 Tahun 2016
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Penyerangan yang dilakukan oleh para militer tidak hanya diajukan
kepada para anggotanya saja tetapi juga alat transportasi mereka seperti ambulans

yang digunakan para petugas medis untk membawa mereka yang terluka ke

rumah sakit ju Pada asannya ambulans
tersebu a j i ndapatkan
perlakua %%MBWW k dijadikan
O *‘74’{(
obyek pe a. a bulans dapat
dilihat dal ut (Seti
L
250 -
Ditahan -
200 ~ -
150 - - -_: -_ ¥ . :_- 1 n sung - 108
100 -
50 -
0 - aan Layanan
: ANBA

Sumber : D e 4

Berdasarkan ta | a ara pihak yang melakukan
serangan sudah melanggar hu aku dimana para penyerang telah
menyakiti dan membunuh para anggota medis. Ada beberapa kasus yang dapat
dicontohkan oleh penulis yakni seperti halnya di Suriah penyerangan yang
dilakukan oleh rezim Al — Assad, enam anggota perhimpunan diculik didaerah
Provinsi Idlip dan beberapa anggota lainnya juga diculik saat hendak memeriksa

kesehatan penduduk yang ada di daerah tersebut. Pada contoh kasus lainnya salah

satu relawan kemanusiaan yang berasal dari Arab Suriah meninggal beserta
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dengan dua orang temannya terluka pada saat menjalankan tugasnya, kemudian

dilanjutkan dengan penyerangan kepadaa seorang petugas medis lainya yang

bernama Al-Youssef dan dua temannya juga ditembaki hingga mereka tewas.

mengangk

staf yang

bangunan-

juga dilakukan terhadap alat transportasi dan bangunan yang digunakan, seperti

halnya di Suriah selama 2016, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat
lebih dari 120 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Jumlah ini di luar 135
serangan lain yang tercatat selama 2015 dan 93 serangan selama 2014. Tenaga
kesehatan benar-benar lelah dan stok medis sangat terkuras. Di Yaman pada tahun

2015, lebih dari 160 serangan terhadap rumah sakit, klinik, dan tenaga kesehatan
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telah dilaporkan pada Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Kurang dari
separuh dari seluruh fasilitas kesehatan di negara itu yang masih beroperasi. Rata-
rata, 20 orang — laki-laki, perempuan dan anak-anak — meninggal dunia setiap
harinya, kebanyakan karena luka.yang sebenarnya bisa ditangani dan sakit yang
bisa disembuhkan, karena obat yang tepat tidak tersedia dan rumah sakit tidak
berfungsi  (https://blogs.icrc.orgfindonesia/yang-terluka-dan-sakit-ketika-konflik-
bersenjata-berhak-atas-layanan-kesehatan/ ). Dilihat dari kasus-kasus diatas, pihak
pelanggar tersebut telah melanggar Pasal 19 KJ I Paragraf I “Bangunan-bangunan
tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan
apapun tidak boleh diserang, tetapi harus selalu dihormati dan dilindungi oleh
pihak-pihak dalam sengketa” dan Pasal 35 KJ I Paragraf I 1949 “Pengankutan
yang luka dan sakit atau alat-alat kedokteran harus dihormati dan dilindungi sama
seperti kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak. Bilama mana pengangkutan atau
kendaraan tersebut jatuh dalam tangan pihak lawan, maka pengangkutan dan
kendaraan itu harus tunduk pada hukum perang, dengan syarat bahwa pihak dalam
sengketa yang menangkapnya, harus dalam segala hal menjamin perawatan yang

luka dan sakit yang ada didalamnya”

Dari uraian perlindungan bagi ICRC dalam konflik bersenjata
internasional berdasarkan keempat Konvensi Jenewa 1949, bahwa keempat
Konvensi Jenewa 1949 memberikan penghormatan dan perlindungan khusus
kepada ICRC. Perlindungan khusus yang diberikan pada ICRC tidak hanya
terbatas pada anggota ICRC yang melaksanakan tugas dalam konflik bersenjata

internasional. Perlindungan ini juga berlaku pada seluruh fasilitas dan alat
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kelengkapan milik ICRC misalnya, alat transportasi kesehatan di darat, laut, dan
udara yang digunakan untuk pengangkutan korban, anggota ICRC, perlengkapan

ICRC, dan untuk alat distribusi bantuan bagi korban.

Kesemua komponen ICRC tersebut akan selalu mendapatkan perlindungan
khusus selama menjalankan tugas sesuai dengan misi kemanusiaan yang
diembannya dan mendapat ‘izin" dari_pihak-pihak yang bertikai. Perlindungan
khusus itu'akan berakhir bila ICRC bertindak menyeleweng dari tanggung jawab
dan kewajiban kemanusiaannya, seperti turut serta dalam pertikaian, menjadikan
gedung-gedung ICRC sebagal tempat penyimpanan senjata dan tempat
persembunyian-pihak yang bertikai, menjadikan alat trasportasi ICRC sebagali

armada perang, dil.

Namun berdasarkan kasus-kasus yang telah penulis jabarkan bahwasannya
pada realitanya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait pematuhan
untuk dapat melindungi dan menghormati para anggota medis beserta atributnya,
adanya ketidaksesuaian “antara instrumen yang ‘telah dibentuk dengan
kenyataannya. Didalam Konvensi Jenewa 1949 perlindungan terhadap ICRC ini
telah diatur dengan sedemikian indahnya namun fakta dilapangannya para anggota
kesehatan tidak jarang diserang oleh para militer dan tidak terhitung juga orang
yang terbunuh tidak dapat ke rumah sakit tepat waktu karena ambulans dan
bangunan-bangunan milik ICRC menjadi terget penyerangan dalam menjemput
korban konflik bersenjata, akibatnya banyak orang tua tidak mendapatkan
perawatan, anak-anak tidak dapat dievakuasi, dan para wanita-wanita yang sedang

hamil tidak dapat diselamatkan setelah serangan yang ditujukan terhadap rumah
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sakit, sehingga para dokter terpaksa menyaksikan pasien untuk meninggal karena

kehabisan obat-obatan.

Sudah dijelaskan didalam Konvensi Jenewa

serangan yang “1@,’5“-.‘“‘“\‘@‘ a.

dengan

ecara jelas bahwasannya

ar
o

kesadaran da ir : idalam Pasal

n-bangunan serta
dakan suatu

tindakan

1 Konvensi Jeng A9 K agung agar dapat
menghorma enja ghormatan ter gtentuan ini juga
diperkuat dalan ere al n engenai -‘ S kepada mereka
yang telah melakuks =5 it ‘ - U tertuang dalam

Pasal 49 Paragra NG ars onvensi Jenewa

memerintahkan untuk melakukan atu di antara pelanggaran berat atas

Konvensi ini sebagaimana ditentukan di dalam pasal berikut”

Adapun jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
berat yakni pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, penganiayaan dan

adanya perlakuan yang tidak berkemanusiaan.
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Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka Negara yang telah
meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-
Undang nasional yang memberikan saksi pidana efektif kepada setiap orang yang
melakukan atau_memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap
konvensi. Masyarakat yang tertib adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan
patuh hukum (Syafrinaldi, Hukum' Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual
Dalam Menghadapi Era Globalisasi, 2010). In the constitution of modern
democracies, the protection of human right is the main content so that the
constitution becomes the main instrument for the. protection of human right
(Syafrinaldi, The Concept of Human Right, Democracy and the Rule of Law,
2018). Untuk Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Jenewa ini dan sudah
menerbitkan Undang Undang No. 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara

Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal12 Agustus 1949.

Menurut Kushartoyo penegakan HHI diserakan kepada masing-masing
negara, setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam menegakkan hukum
humaniter di masing-masing negara melalurperadilan negara, baik militer
maupun peradilan umum. ICRC bukan bagian dari penegakan hukum tersebut.
Kewenangan untuk mengadili pelanggaran berat hukum humaniter berada di
tangan negara, apabila negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku,
terdapat mekanisme hukum internasional yang akan melaksanakannya, yaitu
melalui International Criminal Court atau ICC di Den Haag, tentu saja dengan
memenuhi prosedur yang sudah ditentukan dalam beracara di ICC (Bapak

Kushartoyo Budi, Wawancara, 22 Januari 2019).
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B. Faktor Penghambat Perlindungan Terhadap International Committee of

the Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang

0 : yang turut
*?o

alam’ peperangan

Wawancara, 22 Januari 2019).

Faktor lainnya adalah pada kenyataannya untuk mempraktikkan HHI ini
sangat sulit. Seperti dikatakan oleh  Arlina Permanasari  sulitnya

mengimplementasikan HHI ini disebabkan beberapa hal, yakni:

a. Penerapan terhadap HHI ini dilakukan pada saat yang genting dimana

keseimbangan dan keamanan nasional suatu negara dipertaruhkan.
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b. HHI bersifat rumit dikarenakan penyususnannya dilakukan oleh para ahli

hukum dan para diplomat yang menggunakan bahasan dan kalimat yang

sulit untuk dipahami oleh banyak orang.

endala dalam

menerapka a saat te erang, ke arsebut adalah:

datkan berbagai instansi dalam

pemerintahan diharapkan untuk saling bekerjasama, tapi
kenyataannya kerjasama intansi-instansi tersebut sulit untuk dapat dicapai
dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama .

d. Kendala yang paling besar adalah adanya pertentangan terhadap berbagai
kepentingan. Beberapa ketentuan yang ada di dalam Konvensi Jenewa

beserta dengan Protokol Tambahannya dianggap membatasi kedaulatan

suatu negara atau mengancam keamanan militer negara tersebut.
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Selain faktor-faktor penyulit dan kendala-kendala yang dihadapi dalam
pengimplementasian HHI terdapat juga pemikiran-pemikiran atau sikap-sikap

yang tak acuh yang sudah mendarah daging sehingga mereka tidak percaya akan

laporan bahwasannya rezim Al A engaja menargetkan penyeranggannya
terhadap anggota medis, relawan kemanusiaan, rumah sakit dan ambulans agar
tidak dapat lagi melakukan aksi kemanusiaannya. Dan pada tahun sebelumnya
Presiden Perancis, yakni Dr. Marie Allie juga menerangkan bahwasannya di
Suriah rumah sakit sengaja dihancurkan, para medis juga ditangkap serta bantuan
medis juga sengaja dijadikan terget serangannya oleh pasukan Asad.

(http://www.bumisyam.com).
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Menurut Kushartoyo penyerangan terhadap petugas ICRC merupakan
sebuah pelanggaran terhadap HHI yang mana para anggota ICRC seharusnya
mendapatkan perlindungan dan dihormati dalam segala keadaan. Penerapan
Konvensi Jenewa«1949 dan Proetokol Tambahan 1977 yang.membahas mengenai
perlindungan petugas ICRC yang sedang bertugas dalam daerah konflik
bersenjata tidak menyebar . luas,| hanya ' kelompok-kelompok tertentu yang
menerapkan perlindungan terhadap anggota ICRC yang bertugas sebagai relawan
kemanusiaan. Adapaun terkait ketentuan yang ada didalam HHI tidak hanya
mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan dalam
perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap individi-
individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan
pejabat-pejabat lainnya. Salain itu dalam konflik yang terjadi akhir-akhir ini justru
banyak aktor non-negara yang terlibata dalam konflik bersenjata yang sudah
barang tentu belum semuanya mengetahui tentang hukum humaniter begitu juga
tentang aktifitas ICRC dan perlindungan yang harus diberikan di daerah konflik.
Sehingga masih perlu dilakukan diseminasi ke semua lapisan masyarakat hingga
aturan hukum humaniter “bisa. dipahami..dan dilaksanakan (Bapak Santoso

Kushartoyo Budi, wawancara, 22 Januari 2019).

Penyebab utama penderitaan dalam konflik bersenjata adalah
ketidakmampuan untuk menghormati hukum yang berlaku, baik karena
kurangnya sarana atau kemauan politik. Dalam beberapa tahun terakhir,
penekanan telah diberikan untuk mengembangkan prosedur hukuman pidana

untuk menuntut dan menghukum mereka yang telah melakukan pelanggaran
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serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, tapi cara yang tepat untuk
menghentikan dan menyelesaikan pelanggaran ketika hal itu terjadi masih kurang.
Sebagian besar prosedur yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional
belum atau hampir tidak pernah_digunakan.dalam prakteknya (ICRC, Hukum
Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda).

Faktor lainnya yaitu tidak efektifnya sankst yang diberikan kepada pihak
yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional
bersifat tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana merupakan persyaratan
yang harus dipenuhi agar pelanggar dapat dihukum sebagai akibat dari perbuatan
yang telah dilakukannya. Dalam HI, Pasal 49 KJ | 1949 menjelaskan bahwa :
“Pihak peserta.agung berjanji menetapkan Undang-undang yang diperlukan untuk
memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau
memerintahkan untuk melakukan salah satu_ diantara pelanggaran berat atas
konvensi ini seperti ditentukan didalam pasal berikut”. Selain itu Pasal 86 Ayat 2
PT I menjelaskan yakni : “Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap
Konvensi atau Protoko.l ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak
membebaskan para atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, maka
dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah
mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan
pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukan
pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat
dilakukan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak

pelanggaran itu”.
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Atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang melanggar peraturan
yang berlaku maka sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan

kejahatan adalah hukuman pidana sebagai bentuk dari tanggung jawab pidana itu

sendiri. Ketentuan | masi n.bi dengan efektif, hal

\ | - N
ini dapa : ,Eﬁm“ .Q yada mereka

kesadaran akar i ami b a_[e edis yang berada

dalam perang tidak bole 2 :‘ nela ereka elalu dilindungi dan

dihormati. K hanya i ; ang bersengketapun untuk

dapat mem ri pelanggaran-

pelanggaran ta_d gan fasilitasnya.

Adapun juga R ak tidak merespon

sebagaimana yang t elindur gi ICRC sebagai pihak
=

medis untuk kepentingan militer, sengaja diserang karena adanya faktor politik,
dil.

Dapat dikatakan bahwasannya mereka yang tidak mematuhi suatu aturan
dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 berarti mereka juga

dapat dikatakan tidak mematuhi ketentuan yang ada didalam HHI. Permasalah-
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permasalahan diatas menjadi dasar kenapa masih banyak pelanggaran yang
dilakukan didalam HHI.

Perlindungan hukum terhadap anggota ICRC maupun organisasi

humaniter segala fasilitas-

npneett U

mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk
mencegah penyakit, dan staf yang diperjakan khusus dalam administrasi kesatuan-
kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan demikian juga rohaniawan yang
bertugas dalam angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala

keadaan”
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Dan Pasal 36 Konvensi Jenewa Il :

“Personal dinas keagamaan, kesehatan dan rumah sakit dari kapal kesehatan dan

awak kapal kesehatan harus dihormati dan dilindungi;«mereka tidak boleh ditawan

menjaga a g patu : apat dilakukan dengan
paling tida
kedua, dengan a ( -,- ancame ’ Mieke Komar
Kantaatma N penega . : ang harus selalu
diperhatikan, +ya 3 . - 1 2adilan.  Dalam
penegakan hukum ha ata a  tersebut. Ketiga unsur
tersebut harus me hatian™yang " lalam prakteknya

tidak selalu

dari hukum internasional, di perlukan upaya-upaya tertentu agar pihak-pihak yang
bertikai mau mematuhinya. Sehingga tujuan dari hukum humaniter tersebut akan
tercapai, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi
korban pertikaian bersenjata. Adapun upaya- upaya tersebut antara lain

(Yustitianingtyas, 2016) :
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1. Menumbuhkan kesadaran.
Upaya yang demikian berkait dengan kewajiban negara yang telah
meratifikasi, utamanya Konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol
Tambahannya. Dalam-hukum perjanjian internasional di katakan bahwa
bagi negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional,
mempunyai kewajiban-, untuk “melaksanakan perjanjian tersebut sesuai
dengan maksud dan tujuan perjanjian internasional di bentuk. Sedangkan
bagi negara yang tidak menjadi pihak pada suatu perjanjian internasional,
bila perjanjian internasional itu telah berlaku efektif dalam masyarakat
internasional, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip  umum atau dasar
dalam perjanjian tersebut telah menjadi bagian dari.-hukum kebiasaan
internasional. Lebih-lebih atas Konvensi Jenewa 1949, yang di dalamnya
mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan atau berkaitan erat dengan
masalah  kemanusiaan, maka prinsip-prinip umum. atau dasar dalam
Konvensi Jenewa 1949 telah menjadi bagian dari international custom,
juga berarti telah mengikat pada semua negara yang terlibat dalam
pertikaian bersenjata. Bila suatu .negara melakukan pelanggaran atas
perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional, dapat dikatakan
la melanggar kewajiban internasional. Dalam rangka menumbuhkan
kesadaran, yang utamanya ditujukan pada negara sebagai pihak yang
bertikai, namun dalam realisasinya menumbuhkan kesaradan ini termasuk
di dalamnya menumbuhkan kesadaran bagi angkatan bersenjata dan atau

warganegara atau penduduk suatu negara. Tentunya hal ini sejalan dengan
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amanah dari Konvensi Jenewa 1949, bahwa negara dalam situasi damai

supaya mengadakan penyebarluasan isi Konvensi kepada penduduk

negara.
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nery we[sy sej

oleh suatu

engan maksud
a yang dikenai
akan yang tidak

atu Pengantar,

mempertanggung  jawabkan
perbuatannya melalui pengadilan. Bila yang melakukan pelanggaran
hukum humaniter adalah negara, maka negara yang merasa dirugikan
bisa mengajukan tuntutan melalui pengadilan internasional. Bila yang
melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter adalah individu

atau orang perseorangan, maka individu yang bersangkutan dapat
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dimintai pertanggung jawaban secara individual di depan pengadilan,

baik pengadilan nasional maupun pengadilan internasional.

Sedangkan menurut Kushartoyo HHI telah dibuat dan sebagian terbesar

dapat seg
dalam kedua [ internasion: N Mmenje kedua instrumen

perjanjian

disebarluas

terutama di ka
kalangan sipil la F : S50 arto wancara, 22 Januari

2019).
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAD

CRC) didalam

nvensi Jenewa

angan terhadap ICRC termasuk
kedalam jenis pelanggaran berat. Dengan begitu, maka segala jenis
pelanggaran yang dilakukan terhadap konvensi ini dapat menjadi sebuah
tindakan pelanggaran yang dilakukan kepada konvensi.

2. Terdapat beberapa hambatan di dalam upaya perlindungan terhadap
International Committee Of The Red Cross (ICRC) dalam konflik

bersenjata internasional yaitu kurangnya pengetahuan mengenai Hukum
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Humaniter Internasional, sulitnya mengimplementasikan  Hukum

Humaniter Internasional pada saat terjadinya konflik bersenjata, adanya

kendala-kendala saat Hukum Humaniter Internasional tersebut diterapkan

para anggota medis pada akukan tugas sosialnya agar terhindar
dari segala penderitaan yang dapat menyebabkan petugas medis terluka .

2. Saran kepada para kelompok yang memilki hubungan tidak harmonis juga

harus selalu melindungi satu sama lainnya, dan tidak boleh menjadikan

bangunan-bangunan dan peralatan medis untuk menjadi sasaran utamanya.

Hal ini dikarenakan itu semua merupakan hal yang penting untuk

mengobati orang-orang yang terluka karena perang.
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